Judul Produk Pelayanan	: Penetapan Keasalan Barang Sebelum Impor (PKBSI)
Nomor KEP			: KEP-217/BC/2023
Nomor Produk			: 002

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan

Pelayanan
	Direktur  Jenderal  dapat  menetapkan  keasalan  barang  atas

barang yang akan diimpor dalam Skema Preferensi atau Skema Non-Preferensi sebelum diajukan Pemberitahuan Pabean Penetapan  dalam  Skema  Preferensi  berpedoman  pada ketentuan mengenai Ketentuan Asal Barang yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Penetapan dalam Skema Non-Preferensi, berpedoman pada ketentuan mengenai Ketentuan Asal Barang yang diatur dalam Peraturan Menteri atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk memenuhi ketentuan atau kebijakan di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara.

Permohonan PKBSI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.  pemohon memiliki nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan;
b.  pemohon tidak sedang mengajukan Pemberitahuan Pabean impor atas barang yang diajukan permohonan penetapan keasalan barangnya;
c. barang yang diajukan permohonan penetapan keasalan barang, tidak sedang dalam pengajuan atau proses keberatan atau banding;
d. barang yang diajukan permohonan penetapan keasalan barang tidak sedang dalam proses penelitian ulang atau audit kepabeanan; dan
e.  barang yang akan diimpor merupakan objek transaksi jual beli oleh pemohon.
Pemohon PKBSI meliputi:


a.  importir;

b.  eksportir;

c.  penyelenggara/ pengusaha Tempat Penimbunan Berikat;

d.  penyelenggara/pengusaha Pusat Logistik Berikat;

e.  badan usaha/ pelaku usaha Kawasan Ekonomi Khusus;






f.   pengusaha di Kawasan Bebas;

g.  perwakilan dari pemohon; atau

h.  pihak lain yang memenuhi ketentuan PKBSI

Permohonan diajukan untuk 1 (satu) jenis barang dengan tipe dan spesifikasi yang sama melalui proses produksi dengan komposisi bahan baku baik bahan dan/atau barang originating dan non-originating-nya sama.

Permohonan disampaikan dengan melampirkan:


a.  dokumen yang membuktikan adanya transaksi jual beli, yang dapat berupa:
i.     dokumen pemesanan pembelian (purchase ordery;

ii.     konfirmasi pemesanan (confirmation order;

iii.     kontrak penjualan (sales contract);

iv.     faktur (invoice);

v.     Letter of Credit (L/C); atau

vi.     dokumen transaksi pembayaran yang sejenis; dan

b. dokumen yang berkaitan dengan identifikasi keasalan barang dan data teknis yang telah disahkan oleh eksportir dengan menyesuaikan kriteria asal barang yang akan digunakan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
i.	detail bahan baku penyusun barang jadi termasuk nilainya;
ii.     negara asal bahan baku;

iii.	biaya    tenaga    kerja    langsung    meliputi    upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang terkait dengan proses produksi;
iv.     biaya overhead langsung

c.  biaya lainnya untuk perhitungan struktur biaya;

d.  keuntungan;

e.  nilai FOB barang;

f.   gambar/brosur, katalog dan/atau spesifikasi produk g.  alur proses produksi dan pembuatan barang;
h. klasifikasi  barang  (HS  Code)  termasuk  bahan  baku penyusun barang;
i.	dokumen keasalan barang misalnya Surat Keterangan Asal maupun Deklarasi Asal Barang yang digunakan pada saat importasi bahan baku;
j.	dokumen   lainnya   yang   dapat   memberikan   informasi keasalan	barang   sebagai   bahan   pertimbangan   dalam menetapkan negara asal barang; dan/atau



	
	
	k.  pernyataan dari eksportir yang menyatakan bahwa data

yang diserahkan benar.

Dalam hal dokumen yang dilampirkan dalam bahasa asing, pengajuan permohonan disertai dengan dokumen yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia.

PKBSI yang telah diterbitkan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan

	2
	Sistem, Mekanisme


Dan Prosedur
	1.  Pemohon mengajukan permohonan PKBSI kepada Direktur

Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai

2.  Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian permohonan dan memberikan respon berupa:
a. permintaan   tambahan   data,   dokumen,   barang, dan/atau penjelasan lisan apabila diperlukan. Ketentuan	penjelasan   tambahan   adalah   sebagai berikut:
i.	permintaan tambahan data, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya dan permintaan tersebut disampaikan kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah	permohonan  diterima.  Pemohon  wajib menyerahkan	data   dan/atau   dokumen   yang diminta paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal		surat    permintaan    tambahan    data dan/atau dokumen
ii.	permintaan  penjelasan  secara  lisan.  Pemohon menyampaikan  penjelasan  secara  lisan  paling lama 3 (lima) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penjelasan secara lisan. Penjelasan lisan akan dituangkan ke dalam berita acara.
b. penolakan apabila tidak memenuhi persyaratan dan prosedur. Surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan akan disampaikan kepada pemohon
c. persetujuan,   dengan   menerbitkan   PKBSI   dan disampaikan kepada pemohon

	3
	Jangka Waktu


Penyelesaian
	Persetujuan atau penolakan atas permohonan paling lama:






	
	
	a.  30  (tiga  puluh)  hari  kerja,  untuk  Operator  Ekonomi

Bersertifikat  (Authorized  Economic  Operator)  atau  Mitra

Utama Kepabeanan; dan

b.  40 (empat puluh) hari kerja, untuk pemohon lainnya, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

	4
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5
	Produk Pelayanan
	Surat pemberitahuan penolakan, PKBSI

	6
	Penanganan

Pengaduan,


Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara

on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3.  Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja




